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PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lee Namho, NIK 3201052901600001, beramat di Perum Primer Lavanoise

Village F-21 Sentul City Rt 001 Rw 002 Kelurahan Bojong

Koneng Kecamatan Babakan Madang kabupaten Bogor, dalam

hal ini diberikan kuasa kepada Iskandar Sudrajat, S.H., M. Sahid,

A.H, S.H., FahrulUmumah, S.H., adalah para Advokad/Penasihat

Hukum berkantor S.IF Law Office yang beralamat di JI. Veteran

No 222, Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang,

sesuai surat kuasa nomor SK/01/SIF-A/IX/2022, tanggal 1

September 2022 dan telah didaftaran di Kepaniteraan Hukum

Pengadilan Negeri Subang, register nomor

196/IX/BH/Pd/2022/PN SNG, tanggal 09 September 2022, yang

selanjutnya disebutsebagai..................oo Penggugat.
Lawan:

Yono Waluyo, Nik 33741128117000001, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Karyawan
Swasta, alamat KTP di Perum Griya Lestari A2.39 Rt 002 Rw 008
Kel. Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kabupaten Kota Semarang,
dalam hal ini diberikan kuasa kepada Siti Aminah Singhs, S.H.,
dan Egi Nugrianti, S.H., adalah para Advokad/Pengacara/
Konsultasi Hukum berkantor Law Office Siti Aminah Singhs,
S.H.,M.H & Partner yang beralamat dan berkedudukan di Jl.
Sukarahayu Raya No. 45 Perumnas Blok II-sUBANG, sesuai
surat tanggal 05 September 2022 dan telah didaftaran di
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Subang, register nomor
201/1X/BH/Pdt/2022/PN SNG, tanggal 13  September
2022selanjutnyadisebut ... Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
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TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03

September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Subang pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor

36/Pdt.G/2022/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Sebelumnya antara pengguggat dan terguggat adalah rekan kerja dalam
suatu usaha yang berada di daerah kasomalang Kabupaten subang, bahwa pada,
Tergugat Meminjam sejumlah uang kepada penggugat untuk keperluan kerja
Tergugat, yang mana pinjaman ini semua merupakan total dari kesepakatan secara
lisan antar Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta
Rupiah) yang kemudian di tuliskan dalam kuitansi Pada tanggal 25 Oktober 2019
yang sampai sekarang belum Dilunasi oleh Tergugat.;

2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022, melalui Kuasa hukum Penguggat telah di
lakukan mediasi antara penggugat dan terguggat dan telah disepakati oleh
Pengggugat dan Tergugat untuk melakukan pembayaran atas hutang piutang
antara penggugat dan terguggat yang akan di lakukan berdasarkan perjanjian
piutang yang di tandatangani pada hari yang sama oleh keduabelah pihak, yang
pada intinya Pengguggat menyanggupi melakukan pembayaran atas hutangnya
paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2022 secara tunai dan apabila terjadi
keterlambatan pembayaran maka dikenakan denda sebesar 2,5% perbulan dari
sisa hutang ;

3. Bahwa Pada tanggal 27 Bulan Juni 2022 Tergugat melakukan pembayaran
sebagian yaitu senilai Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat
sebagai pembayaran angsuran pertama dan menjajikan akan melunasi sisa
pembayaran sebelum tanggal 25 Agustus 2022 Sejumlah Rp.250.000.000 (Dua
ratus Lima Puluh Juta Rupiah), namun sampai dengan guggatan ini diajukan belum
ada pembayaran yang di berikan oleh Terguggat;

4. Bahwa karena Terguggat ingkar dalam janjinya dan tidak melakukan pembayaran
kepada Penggugat mengakibatkan adanya kerugian baik secara materil maupun
imateril terhadap pengguat Adapun kerugian tersebut apabila dirinci adalah
sebagaimana berikut:

Kerugian Materil
e Sisa pembayaran Hutang : Rp. 250.000.000
e Denda 2.5% perbulan untuk keterlambatan pembayaran atau setara dengan
Rp. 6.250.000,00/ Bulannya;

5. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan
ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk
menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.
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500.000, - (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas
gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

6. Bahwa agar gugatan penggugat tidak menjadi sia-sia (illusoir) selayaknya dilakukan
Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tehadap Aset- aset yang dimiliki oleh
Tergugat baik asset yang dimiliki tergugat maupun aset yang akan dimilik oleh
Tergugat, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak Berupa;

- Tanah beserta seluruh barang maupun bangunan yang berdiri diatasnya yang
beralamat di Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang
Jawa Barat dengan Surat Hak Milik (shm) No. 312 dengan luas 5.453M? atas
nama lwan Rudi Setiawan dan Hj. Awang;

7. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan
perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk
membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan oleh para pelawan tersebut diatas, maka

Pelawan Mohon Kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Subang yang Memeriksa

dan mengadili Perkara ini bekenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara
Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janjilwanprestasi
dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;

4. Menetapkan Hutang Tergugat sebesar Rp. 250.000.000, -, (Dua Ratus lima puluh
Juta Rupiah);

5. Menetapkan Denda Keterlambatan pembayaran sebesar 2,5% dari sisa
pembayaran;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika
kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000, -, (Dua Ratus lima puluh Juta
Rupiah) dan denda keterlambatan 2,5% dari sisa pembayaran perbulannya;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000, -
(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan
ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset Tergugat;
Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada
bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini.

SUBSIDER
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Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami
mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para
pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk
Mohamad Hidayatullah. SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai
Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober
2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh
Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa perjanjian sebagaimana dinyatakan Penggugat adalah benar;

3. Bahwa Tergugat didalam perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat
adalah benar mendapatkan pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus
juta rupiah), Bahwa Tergugat di dalam kesepakatan secara lisan adalah
benar telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan beserta
seluruh barang yang ada diatasnya;

4. Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai
pembayaran dari Tergugat kepada penggugat sudah di terima pada tanggal
yang telah disebutkan;

5. Bahwa Tergugat sama sekali tidak bermaksud untuk lalai dalam kewajiban
ataupun janji dalam memenuhi kewajiban terhadap Penggugat dikarenakan
satu dan lain hal sehingga terjadi tersendat dan keterlambatan dalam
pelunasan hutang kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat beritikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap hutang
tersebut, dan sedang dalam tahap di cicil sampai dengan batas waktu yang
di tentukan;
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Bapak
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili
perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng, untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3. Memberikan jangka waktu tambahan untuk pihak Tergugat dalam
mengumpulkan uang sampai pihak Tergugat mampu melunasi segala
hutangnya kepada penggugat;

Menolak sita jaminanterhadap aset-aset Tergugat;
Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak
penggugat

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
telah menyampaikan replik dalam persidangan electronic pada tanggal 14
Nopember 2022 dan terhadap replik penggugat tersebut Tergugat telah
menyampaikan duplik pada persidangan electronic tanggal 22 Nopember 2022
serta Penggugat telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan electronic
pada tanggal 04 Januari 2023 sedangkan Tergugat tidak menyerahkan
kesimpulan pada persidangan electrinik tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya

telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy surat pernyataan kesepakatan bersama (van dadding) tanggal 19
Mei 2022, bukti (P-1);

2. Foto copy sertifikat tanda bukti hak milik nomor 312, bukti (P-2);
Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam perkara aquo juga mengajukan
1 (satu) orang saksi yaitu saksi DEWI WINDIYANTI yang memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah rekan

kerja saksi;
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- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan
peristiwa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa hutang pituang
tersebut, yang saksi tahu pada saat bulan Mei 2022, saksi ikut dalam
pertemuan ketika Penggugat dan Tergugat duduk bersama untuk
membicarakan masalah penyelesain hutang Tergugat kepada Penggugat,
yang saksi dengar waktu pembicaraan tersebut, yaitu Tergugat mempunyai
hutang kepada Penggugat dan peristiwa hutang piutang tersebut terjadi
pada tahun 2019;

- Bahwa Hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,-(tiga
ratus juta rupiah);

- Bahwa Tergugat sudah ada melakukan pembayaran hutangnya total
sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Pembayaran tersebut
dilakukan selama 2 (dua) kali melalui transfer;

- Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat P-1 berupa surat pernyataan
kesepakatan bersama (van dadding) yang diperlihatkan kepada saksi, saksi
melihat saat peristiwa pembuatan bukti surat P-1 berupa surat pernyataan
kesepakatan bersama (van dadding) tersebut. Bukti surat P-1 berupa surat
pernyataan kesepakatan bersama (van dadding) tersebut dibuat oleh
Penggugat dan Tergugat pada saat duduk bersama membahas masalah
penyelesaian hutang piutang tersebut pada tanggal 19 Mei 2022 dan yang
menjadi saksi dalam peristiwa tersebut adalah saksi namun saksi tidak ikut
bertandatangan di dalam surat pernyataan kesepakatan bersama (van
dadding), yang bertandatangan sebagai saksi adalah lwan Hermawan dan
Rizal Nazarullah, S.H. ;

- Bahwa yang saksi ingat adalah Tergugat mengakui bahwa ia mempunyai
hutang kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
dan Tergugat berjanji akan melunai hutangnya paling lambat tanggal 25
Agustus 2022;

- Bahwa Tergugat ada menyerahkan kepada Penggugat jaminan atas
hutangnya berupa sertifikat tanah yang berlokasi di daerah Kasomalang
Kabupaten Subang;

- Bahwa Tanggal membayar sebagai hutangnya kepada Penggugat pada
tanggal 27 Juni 2022, penyetoran dilakukan dua kali setoran dengan total
yang sudah dibayar sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Tidak tahu siapa yang menguasai dan menempati tanah yang

terdapat dalam sertifikat yang menjadi jaminan hutang Tergugat tersebut;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat

telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy bukti transferan dari Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2022, bukti (T-
1);

2. Foto copy Surat pernyataan dari Yono Waluyu tanggal 17 Desember 2022,
bukti (T-2);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan
sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan
mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah mengenai Gugatan Wanprestasi yang mana Penggugat
mendalilkan bahwa Tergugat Meminjam sejumlah uang kepada penggugat untuk
keperluan kerja Tergugat, sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
kemudian pada tanggal 19 Mei 2022, telah di lakukan mediasi antara penggugat
dan terguggat dan telah disepakati bahwa tergugat menyanggupi melakukan
pembayaran atas hutangnya paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2022 secara
tunai dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka dikenakan denda
sebesar 2,5% perbulan dari sisa hutang kemudian pada tanggal 27 Bulan Juni
2022 Tergugat melakukan pembayaran sebagian yaitu senilai Rp.50.000.000 (Lima
Puluh Juta Rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus Lima

Puluh Juta Rupiah), belum dibayar sampai dengan gugatan ini ajukan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan
bahwa perjanjian sebagaimana dinyatakan Penggugat adalah benar dan
Tergugat benar mendapatkan pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus
juta rupiah), serta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
sebagai pembayaran dari Tergugat kepada penggugat sudah di terima pada
tanggal yang telah disebutkan dan Tergugat sama sekali tidak bermaksud
untuk lalai dalam kewajiban ataupun janji dalam memenuhi kewajiban terhadap
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Penggugat dikarenakan satu dan lain hal sehingga terjadi tersendat dan

keterlambatan dalam pelunasan hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak
disangkal maka menuruthukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar

Rp.300.000.000,-

- Bahwa tergugat telah membenarkan Surat Pernyataan Kesepakatan
Bersama (Van Dadding) tertanggal 19 Mei 2022 antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa benar Tergugat telah membayar sebagian dari hutang tersebut
kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga sisa hutang
Tergugat kepada Penggugat adalag sebesar Rp. 250.000.000, -

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan
Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok
permasalahan dalam perkara aguo Apakah benar tergugat sudah melakukan
perbuatan wanprestasi sebagai mana gugatan penggugat akan majelis hakim

pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi)
diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam pasal 1243
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “Penggantian biaya,
kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan,
bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi
perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya
dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang

telah ditentukan*

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum,
doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara
luas yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,

2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),

3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,

4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1234
KUHPerdata, untuk dapat mendalilkan seseorang telah melakukan wanprestasi

maka haruslah didahului oleh adanya suatu perikatan.
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Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah
mengajukan bukti surat sebanyak 2 (dua) bukti surat yang masing-masing
diberi tanda P-1 sampai dengan P- 2 dan Penggugat juga mengajukan 1
(satu) orang saksi yaitu 1. Saksi DEWI WINDIYANTI;

Menimbang, bahwa Tergugat | untuk menguatkan dalil sangkalannya
telah mengajukan bukti surat sebanyak 2 (dua) bukti surat yang masing-
masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.2 dan tidak mengajukan saksi
meskipun sudah diberi kesemaptan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Pernyataan
Kesepakatan Bersama (Van Dadding) tertanggal 19 Mei 2022 antara
Penggugat dan Tergugat dan didalam jawabannya Tergugat telah
membenarkan isi dari Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama (Van Dadding)
tersebut maka dapat diketahui bahwa benar Tergugat mempunyai hutang
kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- Tergugat telah membayar
sebagian dari hutang tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga sisa
hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut diatas diketahui
bahwa Penggugatdan Tergugat telah mensepakati bahwa pembayaran hutang
tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat Pernyataan Kesepakatan
Bersama tersebut ditanda tangani atau paling lambat tanggal 25 Agustus 2022
namun ternyata tergugat sampai dengan saat ini belum melunasi semua sisa
hutang tersebut, maka dengan demikian jelas bahwa tergugat telah melakukan
perbuatan wanprestasi/ingkar janij;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sudah dinyatakan melakukan
perbuatan wanprestasi, maka tergugat harus dihukum untuk membayar
hutangnya tersebut kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan denda keterlambatan membayar
sebesar 2,5% setiap bulan menurut majelis hakim tuntutan tersebut adalah
sama dengan dengan tuntutan tentang uang paksa (dwangsom) dan terhadap
tuntutan tersebut menurut majelis hakim oleh karena putusan dalam perkara
aquo adalah tentang pembayaran sejumlah uang maka terhadap tuntutan
tersebut tidaklah beralasan dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tidak pernah meletakan
sita jaminan atas harta benda/aset tergugat maka tuntutan tentang sita jaminan
harus dinyatakan ditolak;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat agar putusan ini
dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum keberatan,
menurut hakim tidak ada urgensi yang mengharuskan ataupun alasan hukum
lainnya untuk itu, sehingga tuntutan penggugat tentang hal tersebut harus
dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan
sebagaian, maka penggugat adalah pihak yang menang, dan tergugat adalah
pihak yang dikalahkan, sehingga tergugat harus dihukum membayar biaya
perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan  yang berkaitan

dengan perkara ini :

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang
antara Penggugat dan Tergugat;

Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/iwanprestasi;

4. Menetapkan Hutang Tergugat sebesar Rp. 250.000.000, -, (Dua Ratus lima
puluh Juta Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang secara kontan dan seketika
kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000, (Dua Ratus lima puluh Juta
Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu

rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Subang, pada hari SENIN, tanggal 09 Januari 2023, oleh
kami, ERSLAN ABDILLAH, S.H.,sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD IQBAL,
SH., MH, dan RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Subang Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng, tanggal 12
September 2022, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 12 Januari 2023
diucapkan dalam persidangan secara elektronik/e-Court yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut
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dan dihadiri NURHAYATIBUTAR-BUTAR, S.H.., Panitera Pengganti dan Kuasa

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H. ERSLAN ABDILLAH, S.H.

RUDY HARRY PAHLEVIPELAWI, S.H

Panitera Pengganti,

NURHAYANIBUTAR BUTAR S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..., : Rp. 30.000,00;
2. PrOSES ..o, : Rp. 75.000,00;
3. PNBP Penggugat .........cco...... : Rp. 10.000,00;
4. PNBP Tergugat................... : Rp. 10.000,00;
5. Panggilan ... : Rp.130.000,00;
6. SUMpPah ..o : Rp. 20.000,00;
A 2 =T £ T : Rp.10.000,00;
8. Meterai...........ccooeviiiiinn : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 295.000,00;

Dua ratus sebilan puluh lima ribu rupiah)
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